
MENTER! KEUANGAN · 
P,EPUBLlK !NDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 132/PMK.012/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, 

DAN PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER 

PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan 

daya saing penyedia logistik nasional, Pemerin tah telah 

menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV 

mengenai Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya 

Saing Penyedia Logistik Nasional yang dilaksanakan 

melalui perubahan kebijakan pengawasan tata niaga dari 

border men j adi ke post border, 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tata 

niaga post border sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara 

penyampaian, pen can tuman, dan penghapusan 

ketentuan tata niaga post border pada Sistem Indonesia 

National Single Window; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia 

National Single Window, Lembaga National Single Window 

mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Indonesia 

National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem 

Indonesia National Single Window dalam penanganan 

dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, 

dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ 

kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait ekspor · 

dan/atau impor secara elektronik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 

Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan 

Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia 

National Single Window; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 

Kementerian Negara 

39 Tahun 2008 

(Lembaran Negara 

tentang 

Republik _ 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang 

Indonesia National Single Window (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National 

Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1825); 
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Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN PENGHAPUSAN 

KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER PADA SISTEM 

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan: 

1. Indonesia National Single Window yang selanjutnya 

disingkat INSW adalah integrasi sistern secara nasional 

yang rnernungkinkan dilakukannya penyarnpaian data 

dan inforrnasi secara tunggal, pemrosesan data dan 

inforrnasi secara tunggal dan sinkron, dan penyarnpaian 

keputusan secara tunggal untuk pernberian izin 

kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Sistern INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah _ 

Sistern Elektronik yang rnengintegrasikan sistern 

dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan 

dokurnen kepabeanan, dokurnen kekarantinaan, 

dokurnen perizinan, dokurnen kepelabuhanan/ 

kebandarudaraan, dan dokurnen lain, yang terkait 

dengan ekspor dan/atau irnpor, yang rnenjarnil} 

kearnanan data dan informasi serta rnernadukan alur dan 

proses informasi antar sistern internal secara otornatis. 

3. Lernbaga National Single Window yang selanjutnya 

disingkat LNSW adalah unit organisasi yang rnernpunyai 

tugas rnelaksanakan Pengelolaan INSW dan 

Penyelenggaraan SINSW dalarn penanganan dokurnen 
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kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen 

perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, 

dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ a tau 

impor secara elektronik. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

Pasal 2 

(1) LNSW menyediakan fasilitas untuk penyampaian, 

pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga 

post border pada SINSW. 

(2) Ketentuan mengenai tata niaga post border sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh 

kementerian/lembaga terkait. 

(3) Untuk dapat dicantumkan dalam SINSW, ketentuan 

mengenai tata niaga post border sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri u. p. 

Kepala LNSW. 

(4) Ketentuan mengenai tata niaga post border sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan informasi 

mengenai elemen·data yang paling sedikit memuat: 

a. pos tarif atau kode Harmonized System sesuai 

dengan peraturan mengenai penetapan sistem 

klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk 

atas barang impor; 

b. nomor dan tanggal penerbitan ketentuan mengenai · 

tata niaga post border, 

c. uraian barang yang diatur dalam ketentuan 

mengenai tata niaga post border, 

d. instrumen administrasi yang dipersyaratkan dalam 

ketentuan mengenai tata niaga post border, 

e. deskripsi komoditi dalam ketentuan mengenai tata 

niaga post border, dan 

f. tanggal berlaku dan/atau berakhimya ketentuan 

mengenai tata niaga post border. 
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(5) Penyampaian ketentuan mengenai tata niaga post border 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi 

mengenai elemen data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), dilakukan dengan menggunakan contoh format 

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dart Peraturan Mentert ini. 

Pasal 3 

(1) LNSW melakukan penelitian terhadap ketentuan dan . 

informasi mengenai elemen data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (4) sebelum dicantumkan pada 

SINSW. 

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), LNSW dapat berkoordinasi dengan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai kode 

Harmonized System yang tercantum pada ketentuan tata 

niaga post border. 

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan paling lama 6 (enam) hart kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya ketentuan dan informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). 

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam bertta acara hasil penelitian yang 

ditandatangani oleh pejabat/pegawai yang melakukan 

penelitian. 

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menunjukkan bahwa informasi mengenai elemen 

data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) telah 

terpenuhi, LNSW mencantumkan ketentuan mengenai 

tata niaga post border tersebut pada SINSW paling lama 1 

(satu) hart kerja terhitung sejak tanggal berita acara hasil 

penelitian. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa informasi 

mengenai elemen data sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 2 ayat ( 4) tidak terpenuhi, LNSW berkoordinasi 

dengan kementerian/lembaga penerbit ketentuan 

mengenai tata niaga post border dimaksud. 

(7) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), LNSW memutuskan status pencantuman . 

ketentuan mengenai tata niaga post border dimaksud 

pada SINSW. 

(8) Dalam hal LNSW memutuskan bahwa ketentuan 

mengenai tata niaga post border tersebut: 

a. dapat dicantumkan pada SINSW, LNSW 

mencantumkan ketentuan mengenai tata niaga post 

border tersebut pada SINSW paling lama 2 (dua) hari 

kerja terhitung setelah status pencantuman 

diputuskan; atau 

b. tidak dapat dicantumkan pada SINSW, Kepala LNSW 

menyampaikan kembali ketentuan mengenai tata 

niaga post border tersebut kepada pimpinan 

kementerian/lembaga penerbit ketentuan mengenai · 

tata niaga post border paling lama 2 (dua) hari kerja 

terhitung setelah status pencantuman diputuskan. 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai tata niaga post border yang telah 

dicantumkan pada SINSW, digunakan sebagai referensi 

validasi pemenuhan perizinan tata niaga post border dan 

· pemberian data realisasi impor kepada kementerian/lembaga 

penerbit ketentuan mengenai tata niaga post border. 

Pasal 5 

(1) LNSW menyampaikan pemberitahuan melalui SINSW 

kepada kementerian/lembaga penerbit ketentuan 

mengenai tata niaga post border setelah SINSW 

melakukan validasi pemenuhan perizinan post border. 

(2) Pemberitahuan kepada kementerian/lembaga penerbit 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 

sedikit memuat elemen data sebagai berikut: 
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a. uraian j enis barang; 

b. kode Harmonized System; 

c. pelabuhan bongkar; dan 

d. asal barang. 

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas hasil validasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW 

menyampaikan pemberttahuan melalui SINSW kepada 

pengguna jasa. 

Pasal 6 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga 

berlaku terhadap penyampaian perubahan ketentuan 

mengenai tata niaga post border. 

(2) Dalam hal ketentuan mengenai tata niaga post border· 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah tidak 

berlaku, kementertan/lembaga penerbit ketentuan 

mengenai tata niaga post border menyampaikan surat 

pemberttahuan pencabutan ketentuan mengenai tata 

niaga post border terse but kepada Mentert u. p. Kepala 

LNSW. 

(3) Atas penyampaian surat pemberttahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), LNSW menghapus ketentuan 

mengenai tata niaga post border dart SINSW paling lama 

3 (tiga) hart kerja terhitung sejak diterimanya surat 

pemberitahuan pencabutan. 

Pasal 7 

Peraturan Mentert ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) 

hart terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 September 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 September 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1051 

Salinan sesuai dengan aslinya 
pala Biro Umum 

u.b. 
ministrasi Kementerian 

YAB J 
13 199703 1 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 132/PMK. 012/2020 
TENTANG 
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENCANTUMAN, DAN 
PENGHAPUSAN KETENTUAN TATA NIAGA POST BORDER 
PADA SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN KETENTUAN 

MENGENAI TATA NIAGA POST BORDER 

KOP SURAT 
KEMENTERJAN/LEMBAGA YANG MENERBITKAN KETENTUAN 

MENGENAI TATA NIAGA POST BORDER 

...... .... (1) . ........ . 

.......... (2) ......... . 

.......... (3) . ........ . 
Penyampaian Peraturan .......... (4) ......... . 

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia 
u.p. Kepala Lembaga National Single Window 

di-
Jakarta 

Dalam rangka implementasi kebijakan tata niaga impor post border dan untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (5) .......... tentang Tata Cara 
Penyampaian, Pencantum~ dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem 
Indonesia National Single Window, terlampir bersama ini disampaikan: 

1. Peratu.ran .......... (4) .......... ; dan 

2. Table daftar barang yang telah di.tetapkan dan dipastikan kejelasannya untuk dapa.t d:ilakukan 
pengawasan di post borderdalam bentuk softcopyfile dengan format Microsoft Exceluntuk dapat 
dicantumkan dalam SINSW . 

. ............ .. ..... .... .. . .. . ............ .. ..... ... . ..... ..... .. .. .... (6) ... .................................................................... . 

.......... (7) .......... , .......... (8) ......... . 

a.n. Menteri .......... (9) ......... . 
. . .... ........ .... ... (10) ......... . 

........... ............ (11) ......... . 

.......... (12) ......... . 
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ID POST 
BORDER 

KE TERAN GAN: 

HS 
CODE 

ID_POST_BORDER 
HS_CODE 
JNS_DOK 
KD_OGA 
NO_SKEP 
TGL_SKEP 

UR_BRG_SKEP: 
KD_IJIN 
UR_IJIN 
KD_KOMODITI 
KOMODITI 
TGL_AWAL 

TGL_AKHIR 

TGL_REKAM 
REKAM_BY 
TGL_UPDATE 
UPDATE_BY 
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FORMAT TABEL DAFTAR BARANG YANG TELAH DITETAPKAN 
DAN DIPASTIKAN KEJELASANNYA UNTUK DIAWASI DI POST BORDER 

JNS 
DOK. 

KD 
OGA 

NO. 
KEP 

Sequence/ nomor seri 
Nomor kode HS 
Jenis dokumen 
K/L penerbit perijinan 
Nomor Peraturan K/L 

TGL 
KEP. 

Tanggal penerbitan peraturan K/L 
Format: yyyy-mm-dd 

UR. 
BRG 
KEP. 

Uraian barang yang diatur pada peraturan K/L 
Norn.or kode/jenis ijin pada sistem INSW 
Uraian ijin yang diperlukan 
Norn.or kode/jenis komoditi pada sistem INSW 
Deskripsi komoditi 
Tanggal awal berlaku peraturan K/L 
Format: yyyy-mm-dd 
Tanggal akhir berlaku peraturan K/L 
Format yyy-mm-dd 
Tanggal data direkam di sistem INSW 

Tanggal update data di sistem INSW 

KODE 
IZIN 

UR. 
!ZIN 

KODE 
KOMODITI 

KOMODITI TGL 
AWAL 

TGL 
AKHIR 

TGL 
REKAM 

REKAM 
BY 

TGL UPDATE 
UPDATE BY 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nomor surat. 

Diisi sifat surat. 

Diisi jumlah lampiran. 

Diisi kementerian/lembaga yang menerbitkan peraturan 

mengenai tata niaga post border. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata 

cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan 

tata niaga post border pada Sis tern Indonesia National Single 

Window. 

Diisi hal-hal yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. 

Diisi tempat pada saat surat ditandatangani. 

Diisi tanggal surat ditandatangani. 

Diisi nama pimpinan kementerian/lembaga yang menerbitkan 

peraturan mengenai tata niaga post border. 

Diisi nama jabatan pejabat Eselon I kementerian/lembaga yang 

menerbitkan peraturan mengenai tata niaga post border. 

Diisi tanda tangan dan nama pejabat Eselon I kementerian/ 

lembaga yang menerbitkan peraturan mengenai tata niaga post 

border. 

Diisi tembusan jika diper)ukan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
__ .. Kepala Biro Umum 

ministrasi Kementerian 
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